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OTONOMI DAERAH DI
INDONESIA PASCA REFORMASI

Oleh Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

8.1. Pendahuluan

Sejak kemerdekaan diproklamirkan, upaya Indonesia untuk
membuat pemerintahan daerah yang ideal telah dimulai sejak pasal 18
Undang-Undang Dasar 1945, sebelum adanya amandemen, yang
menjelaskan pembagian daerah Indonesia dan sistem pemerintahan
Negara Indonesia. Berbagai Undang-Undang, termasuk Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di
Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan dinamika
pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia (Nurfurgon, 2020).

Menurut Suparmoko (Suparmoko, 2002), otonomi daerah
diartikan dalam hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka
5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah
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dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 2004).

Dengan berlakunya undang-undang otonomi yang baru tahun
2014, peran Pemerintah Daerah lebih luas, nyata, dan bertanggung
jawab. Pemerintah daerah harus memiliki penghasilan yang cukup dan
sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab
penyelenggaraan pemerintahan daerah karena perimbangan tugas,
fungsi, dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Akibatnya, masing-masing daerah diharapkan dapat maju, mandiri,
sejahtera, dan kompetitif dalam pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan daerahnya (Faisal & Nasution, 2016). Memang harapan
dan kenyataan tidaklah akan selalu berjalan beriringan. Tujuan atau
harapan tentu akan berakhir baik bila pelaksanaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaannya juga berjalan dengan baik. Namun
ketidaktercapaian harapan itu nampaknya mulai terlihat dalam
otonomi daerah yang ada di Indonesia. Masih banyak permasalahan
yang mengiringi berjalannya pelaksanaan otonomi daerah di
Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari solusi
dan penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi daerah dapat
tercapai sebagai amanat dari reformasi di tahun 1998.

8.2.Konsep dan Pengertian Otonomi Daerah

Terlebih dahulu kita perlu ketahui pengertian dari Otonomi.
Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Latin. Kata
otonomi berasal dari kata “autos” yang memiliki arti “sendiri”, kata
kedua berasal dari kata “nomos” yang memiliki arti “aturan”.
Berdasarkan etimologi otonomi memiliki arti pengaturan sendiri,
memerintah sendiri atau mengatur (Fauziyah, 2019). Otonomi daerah
dan daerah otonom adalah dua hal yang berbeda. Ditinjau dari situs
Hukumonline (Hukumonline, 2022), pengertian daerah otonom
berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
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2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk dari daerah otonom ini dapat
berupa provinsi, kota, dan kabupaten. Istilah daerah otonom kerap
sulit dibedakan dengan otonomi daerah. Berdasar pada ketentuan di
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia (UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH, 2014).

Istilah otonomi sendiri mempunyai arti kebebasan atau

kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan sehingga daerah otonomi itu
diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian
kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan (Azikin, 2018).
Sedangkan desentralisasi menurut M. Turner dan D. Hulme adalah
transfer/pemindahan  kewenangan untuk  menyelenggarakan
beberapa pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah. Sementara desentralisasi menurut Shahid
Javid Burki dan kawan-kawan adalah proses pemindahan kekuasaan
politik, fiskal, dan administratif kepada unit dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah (Ridhuan, 2019). Implementasi dari desentralisasi
saat ini telah menjadi asas penyelenggaraan dalam pemerintahan yang
diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di
setiap negara (Azikin, 2018).

Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu
menyangkut persoalan kekuatan (power), biasanya dihubungkan
dengan adanya pendelegasian atau penyerahan atas wewenang dari
Pemerintah Pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-
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lembaga pemerintah yang ada di daerah untuk menjalankan urusan-
urusan pemerintahan di daerah (Redaksi, 2012). Pelaksanaan otonomi
daerah menyangkut “nasib” dari orang banyak yang ada di daerah
tentunya, mulai dari kehidupan ekonomi, sosial, kemasyarakatan,
hingga pada kehidupan demokrasi masyarakat di suatu daerah.
Terutama bisa terwujudnya ketahanan daerah sebagai sumber dari
ketahanan nasional agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap
terjaga dan terpelihara keutuhannya, tidak ada vyang bisa
menggangunya dalam bentuk apa pun.

8.3.Prinsip dan Tujuan Otonomi Daerah

Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17
Agustus 1945, wilayah Indonesia sangatlah luas yang terbagi menjadi
pulau-pulau, termasuk didalamnya terdapat beraneka suku bangsa,
lalu disatukan dengan semboyan Bhineka Tunggal lka yang pada
lambang negara Burung Garuda terdapat pada pita putih yang
dicengkeram dikakinya. Hingga dibentuklah Negara ini menjadi
Indonesia. Karena luasnya wilayah Republik Indonesia yang terbagi ke
dalam bentuk kepulauan serta daerah-daerah dalam menjalankan
pemerintahan, prinsip desentralisasi atau otonomi daerah yang
didasarkan maka prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak
bisa dipisahkan dengan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
sebelum perubahan (Santoso, 2009).

Prinsip dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (Mandiri,
2006) amandemen mengenai pemerintahan daerah, lebih sesuai
dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai
satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis, karena pasal
ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Gubernur, Bupati,
Walikota semata-mata hanya sebagai penyelenggara otonomi di
daerah, walaupun ini tidak berarti pembentukan satuan pemerintahan
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dekonsentrasi di daerah menjadi terlarang. Sepanjang diperlukan

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, satuan pemerintahan

pusat dapat membentuk satuan pemerintahannya di daerah, dalama

rangka penyelenggaraan pemerintahan (Redaksi, 2012).

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menerapkan sistem
desentralisasi tidak lazim karena negara kesatuan biasanya
menerapkan sistem sentralisitik dimana pemerintah pusat yang
memegang kendali. Alasan filosofis desentralisasi dalam NKRI
diantaranya sebagai berikut: (Guntoro, 2021)

1) Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum
terdapat pemencaran kewenangan, otonom adalah salah bentuk
pemencaran kewenangan;

2) Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi menghendaki
keterlibatan rakyat, otonomi perwujudan keterlibatan rakat
dalam pemerintahan;

3) Indonesia adalah negara pluralistik. Otoda merupakan
penghargaan terhadap Pluralistik;

4) Indonesia adalah negara kesejahteran. Otonomi daerah
mempercepat pemenuhan kebutuhan rakyat.

Dengan adanya otonomi daerah dapat mengurangi beban dari
pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat,
termasuk dapat mendorong kerjasama antar daerah dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi bukanlah sebuah
proses pemerdekaan daerah yang dalam arti kemerdekaan
(kedaulatan yang terpisah), atau otonomi tidak dapat diartikan sebagai
adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah (absolute
onafhankelijiksheid) karena otonomi adalah suatu proses untuk
memberikan kesempatan kepada daerah untuk bisa berkembang
sesuai dengan potensi yang mereka miliki (Fauzan, 2006).

Kenapa demikian? Karena melihat kondisi geografis antar daerah
yang berbeda dengan potensi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang
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berbeda pula, tentu akan sangat membantu dalam mempererat
hubungan antar daerah dalam ”“menyokong” adanya ketahanan
nasional yang kuat. Kesejahteraan Rakyat dalam asas desentralisasi ini
bagi pemerintah daerah diberikan ruang untuk melaksanakan
kerjasama antar daerah yang diatur dalam keputusan Bersama
(Lintang Prabowo & M Tenku Rafli, 2022).

8.4.Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Tentang
Otonomi Daerah di Indonesia
Perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung

arti perundangan (regeling), juga mengandung arti pemerintahan

(bestuur) (Suparto, 2014). Sejarah panjang pada pelaksanaan otonomi

daerah di Indonesia tentu telah banyak mengalami perubahan,

setidaknya lebih tujuh kali yang ditandai dengan perubahan Undang-

Undang Otonomi Daerah/Desentralisasi, yaitu: (Ristanti & Handoyo,

2017)

1) UU Nomor 1 Tahun 1945, tentang Pemerintahan Daerah.

2) UU Nomor 22 tahun 1948, tentang Susunan Pemda yang
Demokratis.

3) UU Nomor 1 Tahun 1957, tentang Pemerintahan Daerah yang
berlaku menyeluruh dan bersifat seragam.

4) UU Nomor 18 Tahun 1965, tentang Pemerintahan Daerah yang
menganut otonomi yang seluas-luasnya.

5) UU Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok penyelenggaraan
Pemerintahan Pusat di Daerah.

6) UU Nomor 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah.

7) UU Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah.

8) UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

9) UU Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
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10) UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

11) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah
Pada awalnya peraturan mengenai pelaksanaan otonomi daerah
ditetapkan dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Glassida et al., 2022). Dalam

perkembangannya, Undang-Undang terkait Pemerintahan Daerah

kembali mengalami perubahan diantaranya:

1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2) UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

3) UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

4) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Perubahan dari Undang-Undang Otonomi Daerah itu sejatinya
tidaklah mengurangi kewenangan dari daerah itu sendiri. Akan tetapi
lebih kepada bagaimana proses check and balance berjalan lebih baik
kedepannya. Otonomi, harus ada inovasi dan kreativitas di daerah
untuk memakmurkan daerahnya (Kurniawan, 2018). Lazimnya,
pembentukan peraturan perundang-undangan dilandasi dengan
politik hukum tertentu sebagaimana termaktub dalam Naskah
Akademik RUU (Rauta, 2023). Bagaimana pun juga landasan dalam
pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) baru maupun
dengan penggantian hukum lama (politik hukum) agar dalam
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pelaksanaannya dapat mencapai keadilan yang menjadi tujuan
hakiki hukum tersebut (A. D. Irawan & Prasetyo, 2022). Pancasila
sebagai landasan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan
perundang-undangan di Indonesia adalah kunci untuk menjadi
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

8.5.Perkembangan Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca Reformasi
Secara konseptual, kebijakan Otonomi Daerah sangat ideal baik
secara politik, ekonomi maupun administrasi pemerintahan serta
mampu menjadi alat pemersatu dalam menjaga keutuhan bagi Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Faisal, 2013). Otonomi daerah di
Indonesia pasca reformasi adalah sebagai upaya nyata merespon atas
tuntutan masyarakat terkait dengan isu sharing power, distribution of
income, dan empowering. Kebijakan desentralisasi dan pemberian
otonomi dalam lingkup yang luas, nyata dan bertanggung jawab
adalah upaya nyata empowerment manajemen dan administrasi
pemerintahan daerah (Gusnar Ismail, 2022). Perkembangan otonomi
daerah yang membaik juga memberikan peluang kepada masyarakat
daerah untuk mengangkat kebudayaan lokal untuk memperkuat jati
diri bangsa, karena jatidiri bangsa bersumber dari jatidiri daerah.
Kemajuan otonomi daerah dalam aspek budaya dapat terlihat jelas di
berbagai wilayah (l. Irawan, 2023). Dalam perkembangannya,
timbulnya kekuasaan yang tidak seimbang dari segi politik, dimana
kekuatan politik hanya akan terpusat kepada suatu golongan tertentu
(Basri & Dony lrawan, 2023). Meskipun ada kemajuan dalam
pelaksanaan otonomi daerah, masih ada saja tantangan yang perlu
dihadapi Bersama seperti korupsi dan ketidaksetaraan antar-daerah
masih menjadi masalah. Pemerintah Pusat terus berusaha mencari
keseimbangan antara memberikan kewenangan kepada daerah dan
menjaga koordinasi nasional. Dengan sejarah yang kaya ini, Indonesia
terus berkomitmen untuk membangun sistem pemerintahan daerah
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yang efektif, responsif, dan berkeadilan. Menjadikan desentralisasi
dan otonomi daerah sebagai instrumen penting dalam pembangunan
negara ini (Suriadi et al., 2023). Pada hakikatnya Otonomi Daerah
diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum
yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada
Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan
DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

8.6.Penutup

Otonomi daerah merupakan pemberian atas kewenangan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur
masalah mereka sendiri, seperti administrasi pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan publik. Latar belakang kebutuhan akan
otonomi daerah di Indonesia adalah karena kehidupan berbangsa dan
bernegara selama ini terpusat di Jakarta; pembagian kekayaan
dianggap tidak adil dan tidak merata; dan ada kesenjangan sosial yang
signifikan antara daerah. Otonomi daerah dimaksudkan untuk
mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Hubungan antara DPRD dan kepala daerah didasarkan pada
transparansi kebijakan, akuntabilitas pelaksanaan tugas, etika,
kompromi, dan susduk. Ada lima bidang di mana otonomi daerah
diterapkan: pembinaan wilayah, pelayanan publik, ekonomi, dan
keamanan dan ketertiban, serta kelembagaan. Sebagai warga negara,
kita memiliki hak dan keajiban dalam konteks otonomi daerah, seperti
hak untuk memilih dan dipilih, serta kewajiban untuk mematuhi
peraturan dan ikut serta dalam pembangunan daerah.
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